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BAB V 
PENUTUP 

 
1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Payakumbuh dalam 

memutuskan perkara Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk tentang pemberian 

izin poligami dapat disimpulkan bahwa Hakim mengabulkan permohonan 

poligami dengan mempertimbangkan bahwa Pemohon mampu secara 

finansial dan bahwa istri Pemohon tidak dapat memenuhi kebutuhan batin 

Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974. Selain itu, Pemohon telah mendapatkan persetujuan tertulis 

dari Termohon.  

2. Pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bukittinggi pada perkara 

Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt tentang pemberian izin poligami Hakim 

menolak permohonan izin poligami dengan alasan bahwa Termohon 

dianggap tidak cukup kuat dalam memenuhi kebutuhan batin Pemohon, 

kemampuan finansial Pemohon dianggap tidak memadai untuk menafkahi 

dua keluarga sehingga potensi ketidakadilan lebih besar, hakim 

mempertimbangkan keberatan yang diajukan Termohon dan hakim 

menggunakan diskresi untuk menilai dampak jangka panjang dari 

pengabulan permohonan poligami. 

3. Faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim pada Putusan Nomor: 

17/Pdt.G/2019/PA.Pyk dan Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt tentang 

pemberian izin poligami adalah aspek ekonomi, asas keadilan dan kepastian 

hukum. Perbedaan utama dalam kedua putusan ini terletak pada 

kemampuan finansial Pemohon. Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh 

Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk penghasilan yang memadai menjadi faktor 
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kunci pengabulan permohonan poligami, sementara di Pengadilan Agama 

Bukittinggi Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt kemampuan ekonomi Pemohon 

dianggap kurang, sehingga permohonan ditolak. Ditinjau dari Asas Keadilan 

dan Kepastian Hukum Pengadilan agama Payakumbuh lebih fokus pada 

kepentingan Pemohon, sementara Pengadilan Agama Bukittinggi 

memberikan penekanan lebih besar pada keadilan bagi Termohon dan 

keluarga, sehingga perbedaan penafsiran asas keadilan menyebabkan 

disparitas putusan. 

1.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ada beberapa 

masukan sebagai saran yaitu:  

1. Ketika seorang memiliki hasrat yang tinggi dalam hal seks atau dalam arti 

melebihi batas normal sewajarnya maka seharusnya istri tidak dapat disebut 

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam pemenuhan hak 

suami atas kebutuhan seksual yang melebihi batas sewajarnya Serta perlu 

adanya ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut, dan dilakukan 

penanganan secara medis terlebih dahulu, karena dikhawatirkan keadaan 

yang seperti itu akan menjadi celah bagi suami yang ingin mengajukan 

poligami. 

2. Seorang laki-laki yang hendak berniat untuk poligami agar berpikir secara 

matang sebelum melakukan poligami untuk mempersiapkan segala hal yang 

menjadi tanggungjawabnya ketika telah berpoligami. Poligami dalam 

ketentuan hukum Islam memang diperbolehkan, akan tetapi kebolehan ini 

hanya diperuntukan sebagai pintu darurat dalam rumah tangga dikarenakan 

adanya hal-hal tertentu serta tidak memprioritaskan nafsu dari laki-laki 

tersebut, selain itu seseorang yang akan berpoligami juga dibatasi yaitu 

empat orang istri dengan syarat dapat berlaku adil dalam pemenuhan nafkah 

lahir batin, serta memahami bahwa Islam telah memerintahkan seorang 
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suami agar berbuat ma’ruf terhadap istrinya, agar dasar keinginan untuk 

poligami tidak hanya berdasarkan nafsu duniawi saja. 
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